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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pernyataan yang telah di uraikan , 

dapat disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk 

mengadili individu pelaku pelanggaran HAM berat di negara tuan rumah, 

tidak dapat dilaksakan tanpa adanya kerjasama antara Mahkamah Pidana 

Internasional dan negara tuan rumah. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus 

antara Indonesia dan Timor-Timur yang mampu melakukan penyidikan dan 

penuntutan hingga terjadi perdamaian kedua negara tersebut. Selain itu pada 

kenyataannya, Mahkamah Pidana Internasional baru mampu menyelesaikan 

persoalan pelanggaran HAM paling serius pada negara-negara yang masih 

kurang kekuatan hukumnya, seperti misalnya negara Afrika. Dapat 

disimpulkan bahwa kedaulatan serta kemampuan suatu negara untuk 

mengadili tidak dapat dicampuri oleh pihak luar manapun. Hal ini 

membuktikan dalam kasus Indonesia dan Timor-Timur, bahwa hukum negara 

kita Indonesia mampu untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan 

yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional tersebut.  

B. SARAN 

Dalam penyelesaian suatu kasus, terutama pelanggaran HAM 

paling serius. Sebagai negara di tuntut untuk mampu dalam memberikan 

perlindungan dan jaminan hukum bagi warganya. Karena keberhasilan 

suatu negara ketika ia mampu memberikan rasa aman bagi warga 

negaranya, sehingga perbuatan hukum apapun yang dilakukan di 
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wilayahnya tidak menjadi ancaman. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan 

yang diatur dalam suatu wilayah negara harus mengutamakan keamanan 

warga negaranya dan masyarakat internasional tentunya. Dan untuk 

menyelaraskan keamanan masyarakat internasional, sungguh sangat bijak 

jika negara berpatokan terhadap ketentuan hukum internasional dalam hal-

hal yang berkaitan dengan keamanan internasional. Hal ini akan sangat 

berpengaruh terhadap kepercayaan internasional kepada negara 

bersangkutan. 
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